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 Abstract: This study discusses the role of the village consultative body 
(BPD) on the administration of government in Apal Village, Liang 
District, Banggai Kepulauan Regency. In monitoring there are known 
several important factors, the role of the village consultative body (BPD) 
on the administration of government in Apal Village, Liang District. The 
technique of collecting data is by observation, questionnaire and 
document analysis. In this study, the participants were 878 participants 
who were sampled, 25 respondents who were in direct contact and 
studied the role of the village consultative body that produced research 
that could help the role of the village consultative body (BPD) in Apal 
Village, Liang District Banggai Islands Regency is running well. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan badan 
permusyawaratan desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan 
pemerintahan di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Dalam pengamatan diketahui ada beberapa faktor yang 
sangat penting Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) 
terhadap Penyelenggaraan pemerintahan   di Desa Apal Kecamatan 
Liang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, koesioner 
dan telaan dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah smasyarakat Desa apal yang berjumlah 878 jiwa sehingga 
penulis dapat menarik sampel sejumlah 25 responden yang sangat 
bersentuhan langsung dan mengetahui peranan badan 
permusyawaratan desa Berdasarkan hasil penelitian ini penulis 
dapat menyimpulkan bahwai Peranan badan permusyawaratan desa 
(BPD) terhadap Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Apal 
Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sudah berejalan 
dengan baik  
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Secara global era baru yang kita kenal dengan globalisasi, mencoba meyakinkan rakyat 
miskin dunia ketiga seolah-olah merupakan hal yang menjanjikan beberapa kebaikan 
bagi umat manusia dan menjadi suatu keharusan sejarah manusia di masa yang akan 
dating (Wiboso, 1998). Dengan menghadapi segala tantangan seharusnya dengan sikap 
yang kita miliki dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan merata 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Djanggih & Salle, 2017). 
Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya telah 
menyatakan bahwa Negara Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom dan 
bersifat administratif. Sehingga pembangunan daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan 
pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan 
kesejateraan masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
(Arisaputra, 2013). 
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004) (Hasjimzoem, 
2014). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-
royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur 
kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas 
daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada 
di bawah pemerintahan kabupaten (Suparman, 2014). 
Sebagai perwujudan demokrasi di desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Seperti halnya di Desa Apal Kecamatan Lian Kabupaten Banggai Kepulauan. 
Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan dari Badan Perwakilan Desa yang 
tertera dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di desa yang bersangkutan berfungsi 
sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi 
masyarakat. Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang. 
Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 pasal 104 “Badan 
Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat 
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 
serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa”. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat.  
Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berpengaruh juga terhadap 
peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 
Kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya 
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perubahan tersebut fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi berkurang yaitu 
tidak lagi mengayomi adat istiadat. Adapun yang bertugas mengayomi adat istiadat 
adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD) atau dengan sebutan lain. Pembentukan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di desa 
mempunyai wewenang membina adat istiadat desa yang tumbuh dan berkembang di 
desa. Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan 
subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai 
dengan perkembangan pemerintahan. 
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Apal dilaksanakan oleh 
pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara 
pemerintah desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, sebagai 
mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung 
serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk 
setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati 
selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD 
kabupaten/kota bersama Bupati/walikota. Untuk Badan Permusyawaratan Desa di 
Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa. 
Banyak sedikitnya jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu desa, 
bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota Badan 
Permusyawaratan Desa lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju dibanding 
dengan desa yang mempunyai anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih sedikit, 
akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja Badan 
Permusyawaratan Desa itu sendiri karena merupakan mitra kerja pemerintah desa 
yang sangat berperan bagi kemajuan desa yang demokratis. 
Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta 
menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana 
mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya yang 
ada pada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi kinerja pemerintah desa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (Firdaus, 2011). Penyelenggara 
pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju 
apabila di berbagai lapisan masyarakat menunjukan kesadarannya terhadap 
pemerintah desa yang didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (Zubaidah & 
Kustiawan, 2017). 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa termasuk 
pemerintah Desa Apal Kecamatan Liang harus mengacu pada peraturan yang 
ditetapkan. Untuk itu fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan 
dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dengan uraian di atas, sesuai pengamatan  penulis dilapangan ternyata bahwa fungsi 
pengawasan Badan Permusyawaratan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh 
karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam.                                              
 





A Pengertian Peranan 
Peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan 
karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 
Peranan apa yang sebenarnya di lakukan oleh seresponden di dalam melaksanakan 
atau menjalankan kewajiban-kewajibanya. Istilah peranan pinjaman dari panggung 
teater, untuk mencoba apa saja yang bisa dimainkan oleh seresponden aktor. 
Seresponden aktor panggung teater, ia harus bisa memainkan peranannya sebagai 
kewajiban yang tidak boleh tidak, harus dimainkan. Peranan timbul karena adanya 
seseresponden sadar bahwa ia bekerja, dan tidak sendirian. Dia mempunyai 
lingkungan, setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan 
beraneka macam, dan masing-masing responden atau kantor/lembaga mempunyai 
lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya 
tidak ada perbedaan.  
Seseresponden yang mempunyai kedudukan tingkat atas, tengah dan bawah akan 
mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan, yang akhirnya 
membuat bobot peranan itu berbeda. Begitu juga dengan lembaga/kantor yang 
mempunyai lingkungan yang beraneka ragam, namun peranan dari lembaga atau 
kantor tersebut hampir tidak ada perbedaan.  
Sedangkan menurut Sarjono soekanto, (1990) dalam bukunya, sosiologi suatu  
pengantar mengemukakan sebagai berikut : peranan merupakan aspek dinamis dari 
kedudukan apabila seseresponden melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai 
dengan kedudukan maka menjalankan suatu peranan. 
Akan tetapi menurut Sondang P. Siagian, (1982), dalam bukunya system informasi 
untuk pengambilan keputusan, menyatakan sebagai berikut : yang dimaksud dengan 
peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk menduduki oleh 
seseresponden dalam suatu proses pencapaian tugas. Konsep perana  sangat penting 
dalam pembinaan organisasi, karena dari peranan tersebut dapat diketahui, jalur 
utama yang menghubungkan antara individu dan organisasi. 
 
B. Badan Permusyawaratan Desa 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa yang memuat tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana diuraikan 
dalam pasal 29 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Selanjutnya dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
menguraikan bahwa keanggotaanya dan masa jabatannya yaitu : 
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa 
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara 
musyawarah dan mufakat. 
(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 
agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. 
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(3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan 
dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
Sementara dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 bahwa jumlah 
anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 
5 (lima) responden dan paling banyak 11 (sebelas) responden dengan memperhatikan 
luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.  
Dalam pasal 32 menguraikan bahwa peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa 
ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dengan cara mengucapkan 
sumpah/janji secara bersama-sama. 
Untuk unsur pimpinan sebagaimana diuraikan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 terdiri atas : 
(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) responden Ketua, 1 
(satu) responden Wakil Ketua, dan 1 (satu) responden Sekretaris. 
(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipilih dari dan anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam 
rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.  
Sedangkan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa di 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Badan Permusyawaratan Desa dapat di uraikan sebagai berikut : 
(1) Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yaitu : 
a. Membahas Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa; 
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa; 
d. Membentuk, menetapkan panitia pemilihan Kepala desa; 
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat; 
f. Menyusun dan menetapkan tata tertib BPD.  
 
Selain itu Badan permusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu meminta keterangan 
kepada pemerintah desa dan menyatakan pendapat. Sementara anggota Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu : 
a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; 
b. Mengajukan pernyataan; 
c. Menyampaikan usul dan pendapat; 
d. Memilih dan dipilih; 
e. Memperoleh tunjangan. 
(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban : 
a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-
undangan; 
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. 
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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d. Menyerap dan menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat; 
e. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok 
dan golongan; 
f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; 
g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasyarakatan. 
Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah di atas serta Peraturan Daerah 
Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian umum 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang menetapkan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan 
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi yaitu pertama, mengayomi dan menjaga 
kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan 
sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Kedua, pengawasan yaitu meliputi 
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa serta Keputusan Kepala Desa 
 
B. Pengertian Pemerintahan 
Untuk menjelaskan pengertian tentang pemerintahan maka terlebih dahulu 
dikemukakan pengertian pemerintah. Hal ini perlu dilakuakn agar terdapat kejelasan 
hubungan antara istilah pemerintah  
Pengertian pemerintahan secara etimologi berasal dari kata “perintah” yang kemudian 
mendapat imbuhan sebagai berikut : 
1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit 
yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. 
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, 
perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. 
Didalam kata dasar “pemerintah” paling sedikit ada empat unsur  penting yang 
terkandung di dalamnya, yaitu : 
1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah 
disebut rakyat. 
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan 
mngurus rakyatnya. 
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang syah. 
4. Antara pihak yang diperintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan 
timbale balik secara vertical maupun horizontal. 
Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan 
hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi juga jangan lupa 
pada ketentraman dan kesejahteraan, jadi jangan hanya mampu berkuasa tetapi juga 
mampu untuk melayani. 
Menurut Van Poeldje (1987), memberikan pengertian pemerintahan dalam arti luas 
dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit adalah sebagai badan alat perlengkapan 
Negara yang diserahi tugas pemerintahan sedangkan dalam arti luas adalah sebagai 
fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan perbuatan dan keputusan oleh alat-alat 
pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara. 
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Sedangkan menurut C.E Strong dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk 
memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu 
pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan 
angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti 
pembuat undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau 
kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos 
keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka 
menyelenggarakan kepentingan Negara. 
Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepalah Desa sebagai Aparatur Negara lainnya dan 
ditambah dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu badan yang 
mengawasi Roda Pemerintahan yang ada disuatu Desa tertentu, sehingga segalah 
permasalahan yang terjadi pada suatu Tatanan Pemerintah Desa itu, harus diketahui 
oleh badan Permusywaratan Desa (BPD) . Oleh karena itu, badan Permusyawaratan 
Dasa (BPD) , harus berperan Aktif dalam melaksanakan segala tugas yang menjadi 
Tanggung Jawab dan ikut serta dalam merancang serta melaksanakan program Desa 
selagi masih sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dasar Negara 
Pancasila. 
Menurut UU No. 32 tahun 2004 pengertian pemerintah Desa adalah penyelengaraan 
urusan Pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republic Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Apal Kecamatan Liang Kabupaten 
Banggai Kepulauan   
Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama kurang lebih 2 (enam) 
bulan yakni bulan September sampai oktober 2012  dan dimulai dengan kegiatan 
observasi, pengajuan judul sampai proses penyelesaian penelitian. 
B, Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi menurut Irawan Soehartono (2002) dalam bukunya Metode Penelitian 
Administrasi bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek 
yang akan diteliti. Sehingga yang menjadi populasi adalah keseluruhan masyarakat 
Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 976 
jiwa.   
2. Sampel 
Sampel, menurut Irawan Soehartono (2002) dalam bukunya Metode Penelitian 
Administrasi bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah suatu bagian dari 
populasi yang akan diteliti dan dipastikan dapat menggambarkan populasinya. 
Dengan demikian melihat jumlah populasi di atas cukup banyak, maka 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpossive 
samples, yaitu pengambilan unsur samples atas dasar tujuan tertentu sehingga 
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memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. Sehingga jumlah sampel yang 
ditetapkan menjadi responden adalah sebanyak 25 responden  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
a. Observasi (observation) yaitu melakukan pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung pada objek yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b. Kuesioner (questioner) yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 
membagikan daftar pernyataan masing-masing responden. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis atau dengan kata lain 
metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif yakni dengan 
memaparkan bagaimana kinerja perangkat desa terhadap pelayanan umum. Penelitian 
ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Data kuantitatif akan dibuat dalam 
bentuk tabulasi frekuensi kemudian akan di analisa secara kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik desa, pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan 
yaitu kesejahteraan yang baik. Pengawasan yang diharapkan adalah pengawasan 
melekat dan pengawasan fungsional agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, 
terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini dimaksudkan 
agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi 
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan adalah merupakan 
mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan 
dan sasaran. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa dituntut agar selalu 
memperhatikan baik dalam kewenangannya, hak dan kewajiban maupun larang-
larangan yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
Tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.  
Adapun fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan di 
Desa apal, dapat dilihat  dimana terdapat 5 responden (20,00 %) menyatakan sangat 
setuju dan 8 responden (32,00%) menyatakan setuju bahwa fungsi pengawasan Badan 
Permusyawaratan Desa merupakan peringatan dini yang dilaksanakan dalam 
mengawal pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan. Sedangkan 2 responden 
(08,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 7 responden (28,00%) menyatakan tidak setuju 
serta 3 responden (12,00% menyatakan sangat tidak setuju bahwa fungsi pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan peringatan dini yang dilaksanakan dalam 
mengawal pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan yang merupakan mekanisme peringatan dini untuk 
mengawal pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 
selama ini sudah dilaksanakan namun saja belum maksimal. Sebab Badan 
Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Apal Kecamatan Liang dalam pengawasan 
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belum melakukan memberikan peringatan terhadap setiap pelaksanaan aktivitas 
kegiatan yang dianggap bertentangan akan tetapi hanya sekedar mengawasi saja. Oleh 
karena itu, dalam melaksanakan pengawasan sangat diharapkan agar Badan 
Permusyawaratan Desa dapat memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat, 
sehingga dengan memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat, akan menjadi 
bahan pegangan dalam melakukan pengawasan. 
Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Desa apal 
Kecamatan Liang telah memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat. terbukti 
dimana terdapat 4 responden (16,00%) menyatakan sangat setuju, dan 11 responden 
(44,00%) menyatakan setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan telah memperhatikan dan menampung aspirasi 
masyarakat. Sedangkan 2 responden (08,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 6 
responden (24,00%) menyatakan tidak setuju serta 2 responden (08,00%) 
menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan telah memperhatikan dan menampung aspirasi 
masyarakat. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan di Desa sudah akomodatif untuk memperhatikan 
dan menampung aspirasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dilapangan 
Badan Permusyawaratan Desa Apal belum mampu melaksanakan dengan baik. 
Sehingga masyarakat yang menyalurkan aspirasinya tidak pernah mendapat 
tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan karena Badan 
permusyawaratan Desa belum memahami dengan jelas seperti apa tugas yang harus 
dilakukan dalam pengawasan. Disamping itu pula masyarakat pada umumnya belum 
mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena 
itu, agar masyarakat merasa bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat 
memperhatikan dan menampung aspirasinya, maka perlu melaksanakan pengawasan 
secara optimal, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
desa dengan baik. 
Badan Permusyawaratan Desa Apal Kecamatan Liang dalam Melaksanakan 
pengawasan telah mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Agar lebih jelasnya dapat 
dilihat tanggapan responden dapat diketahui dimana terdapat 5 responden (20,00%) 
menyatakan sangat setuju, dan 10 responden (40,00%) yang menyatakan setuju 
bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah mengawasi pelaksanaan peraturan desa 
dengan baik. Sedangkan 2 responden (08,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 6 
responden (24,00%) menyatakan tidak setuju, serta 2 responden (08,00%) 
menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah 
mengawasi pelaksanaan peraturan desa dengan baik.. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa  dalam 
mengawasi pelaksanaan peraturan desa selama ini sudah dilakukan namun belum 
maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena selain kemampuan yang dimiliki 
masih terbatas termasuk tingkat pendidikan yang dimiliki Badan Permusyawaratan 
Desa rata-rata hanya berpendidikan rendah, juga karena peraturan yang diawasi masih 
terbatas atau masih kurang, sehingga Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak 
melaksanakan tugas apabila ada kegiatan rapat atau musyawarah yang dilaksanakan di 
tingkat desa atau di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan 
tugas selain tugas menyelenggarakan pemerintahan perlu membuat terobosan atau 
peraturan desa sebagai inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga ada 
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produk yang dapat di awasi. Dengan demikian, agar Badan Permusyawaratan Desa 
Apal dapat melaksanakan pengawasan dengan baik, maka pengawasan peraturan desa 
dapat dilakukan yaitu sekali dalam sebulan. 
Badan Permusyawaratan Desa Apal Kecamatan Liang dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan telah mengawasi pelaksanaan peraturan desa sekali dalam sebulan. Lebih 
jelasnya dapat dilihat  dapat diketahui dimana terdapat 2 responden (08,00%) 
menyatakan sangat setuju dan 11 responden (44,00%) menyatakan setuju bahwa 
Badan Permusyawaratan Desa telah mengawasi pelaksanaan peraturan desa sekali 
dalam sebulan. Sedangkan 1 responden (04,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 8 
responden (32,00%) menyatakan tidak setuju, serta 3 responden (12,00%) 
menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah 
mengawasi pelaksanaan peraturan desa sekali dalam sebulan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selama ini 
pengawasan sudah dilaksanakan sekali dalam sebulan namun saja tidak sesuai yang 
diharapkan, sebab Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pelaksanaan 
peraturan desa hanya memperhatikan dari segi administrasi saja, bukan mengawasi 
pelaksanaan dilapangan, sehingga masyarakat menganggap bahwa pengawasan yang 
dilakukan tidak sesuai yang diharapkan. Namun perlu disadari bahwa semuanya itu 
disebabkan karena sumber daya manusia yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa   
masih terbatas sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan aktivitas lainnya yang ada di Desa Apal untuk mencapai tujuan dan 
sasaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, agar dalam 
pelaksanaan pengawasan dilapangan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi, 
hendaknya pengawasan perlu dilakukan secara optimal dengan penuh rasa tanggung 
jawab.  
Badan Permusyawaratan Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah menemukan pelanggaran  pelaksanaan 
peraturan desa. dapat diketahui dimana terdapat 5 responden (20,00%) menyatakan 
sangat setuju, 7 responden (28,00%) menyatakan setuju bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah menemukan 
pelanggaran dalam melaksanakan peraturan desa. Sedangkan 2 responden (08,00%) 
menyatakan ragu-ragu, dan 10 responden (40,00%) menyatakan tidak setuju, serta 1 
responden (04,00%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan 
Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah menemukan pelanggaran dalam 
pelaksanaan peraturan desa..  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Apal dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan telah menemukan pelanggaran terhadap 
pelaksanaan peraturan desa, namun temuan pelanggaran tersebut hanya bersifat 
administratif. Sehingga sebahagian masyarakat menganggap bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa tidak berfungsi sebab tidak mampu menemukan pelanggaran. 
Hal ini disebabkan Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan pengawasan 
dengan baik sehingga tidak ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
desa. Selain itu disebabkan karena peraturan desa yang berhubungan dengan 
pembangunan desa yang perlu dibuat menjadi peraturan desa sampai saat ini belum 
dapat dibuat menjadi peraturan desa. Ini disebabkan karena sumber daya manusia 
yang dimiki oleh Badan Permusyawaratan Desa masih terbatas sehingga pelaksanaan 
pengawasan berjalan apa adanya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan pengawasan dengan 
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benar sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk mengawasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  
Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah 
mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik. Dapat 
diketahui dimana terdapat 5 responden (20,00%) menyatakan sangat setuju, dan 10 
responden (40,00%) yang menyatakan setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah mengawasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan 3 responden (12,00%) menyatakan ragu-
ragu, 6 responden (24,00%) menyatakan tidak setuju, dan 1 responden (04,00%) 
menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan telah mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa  dalam 
rangka mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dapat 
dilaksanakan secara optimal, namun dalam pengawasan tersebut tidak temukan 
adanya pelanggaran yang bersifat penyimpangan terhadap anggaran pendapatan dan 
belanja desa. Sebab anggaran yang dilaksanakan pemerintah desa dilaksanakan sesuai 
apa yang tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan dalam 
pelaksanaan anggaran tersebut pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan 
kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Camat Liang dalam bentuk laporan 
pertanggung jawaban. Sehingga sampai saat ini yang menjadi temuan pelanggaran 
hanya keterlambatan menyampaikan laparan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sehingga tepat sasaran, tepat waktu dalam pelaksanaannya maka 
perlu Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa melakukan koordinasi 
dan konsultasi. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa telah 
berkonsultasi dengan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. Dimana terdapat 2 responden (08,00%) menyatakan sangat setuju, 
dan 13 responden (52,00%) yang menyatakan setuju bahwa dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa telah berkonsultasi dengan 
Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Sedangkan 2 responden (08,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 6 responden (24,00%) 
menyatakan tidak setuju, serta 2 responden (08,00%) menyatakan sangat tidak setuju 
bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa telah 
berkonsultasi dengan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa.. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 
Badan Permusyawaratan Desa Apal Kecamatan Liang sudah melakukan konsultasi 
dengan Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, Namun dalam kenyataannya bahwa konsultasi yang dilakukan selama ini 
tidak berjalan dengan maksimal. Sebab setiap melakukan musyawarah atau rapat yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa  tidak dihadiri oleh keseluruhan anggota  Badan 
Permusyawaratan Desa. Sehingga dalam memutuskan masalah pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sering mengalami hambatan sebab, hal ini tidak dapat 
diputuskan kalau hanya sebahagian yang hadir atau tidak korum.  
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Oleh karena, agar fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa ini dapat berjalan 
sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat setempat maupun amanat dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka perlu melaksanakan tugas dengan penuh 
rasa tanggung jawab. Dan fungsi pengawasan anggaran ini benar-benar dilakukan, 
maka Badan Permusyawaratan Desa perlu meminta pertanggung jawaban Kepala Desa 
Apal. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa telah 
meminta pertanggung Jawanan Kepala Desa. Dapat diketahui dimana terdapat 5 
responden (20,00%) menyatakan sangat setuju, dan 6 responden (24,00%) yang 
menyatakan setuju bahwa Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Badan 
Permusyawaratan Desa telah meminta pertanggung jawaban kepala desa sehubungan 
dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan 1 responden 
(04,00%) menyatakan ragu-ragu, dan 11 responden (44,00%) menyatakan tidak 
setuju, serta 2 responden (08,00%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa telah meminta 
pertanggung jawaban kepala desa sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan jarang meminta atau menanyakan pertanggung 
jawaban kepala desa sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa yang telah digunakan dalam pembangunan desa serta kegiatan aktivitas 
lainnya. Hal ini disebabkan karena Badan Permusyawaratan Desa tidak mengadakan 
rapat guna untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap penggunaan 
anggaran yang berjalan. Sehingga pengeluaran yang dilakukan kepala desa dapat 
diketahu dan dibuktikan, apakah bukti itu benar atau hanya suatu rekayasa. Oleh 
karena itu, agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka Badan 
Permusyawaratan Desa perlu meminta pertanggung jawaban Kepala Desa.    
Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
keputusan Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai telah dapat dilaksanakan 
dengan baik. Dapat diketahui dimana terdapat 6 responden (24,00%) menyatakan 
sangat setuju, dan 7 responden (28,00%) yang menyatakan setuju bahwa Badan 
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keputusan 
kepala desa telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan 1 responden (04,00%) 
menyatakan ragu-ragu, dan 10 responden (40,00%) menyatakan tidak setuju, serta 1 
responden (04,00%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Permusyawaratan 
Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keputusan kepala desa telah 
dilaksanakan dengan baik. 
Berdasarkan uraian  di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa  
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keputusan kepala desa belum dapat 
dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena Badan Permusyawaratan 
Desa dalam melaksanakan pengawasan masih banyak pertimbangan-pertimbangan 
yang dipikirkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan masyarakat, sehingga 
keputusan kepala desa yang telah dilaksanakan tidak diawasi dengan baik. Dengan 
demikian, apabila ada keputusan kepala desa yang dianggap bertentangan selalu 
beranggapan tidak tahu, sehingga untuk melakukan peninjauan kembali tidak dapat 
dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan peninjauan kembali apabila terjadi 
permasalahan dalam keputusan kepala desa. 




Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa merupakan mekanisme 
peringatan dini dalam mengawal pelaksanaan aktivitas pencapaian tujuan dan 
sasaran yang dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan responden 
dimana 32,00% menyetujui. 
2. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah 
memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan tanggapan responden di mana 44,00% menyetujui. 
3. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah 
mengawasi pelaksanaan peraturan desa dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan tanggapan responden di mana 40,00% menyetujui. 
 
SARAN 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka dirumuskan beberapa saran sebagai 
berikut :  
1. Diharapkan Badan Permusyaratan Desa (BPD) desa Apal lebih meningkatkan 
kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program 
kerja.  
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, 
menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 
Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat.  
3. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan 
Desa, peraturan Desa, dan sebagainya. 
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